Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota Denpasar
Periode Pelaksanaan : Triwulan Il Tahun 2025
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1 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan 100 23,181,821,684 #DIV/0! 5,030,828,794 4 11,234,344,825 - #DIV/0! 16,265,173,619.00 | #DIV/0! 70.16348344
URUSAN PEMERINTAHAN penunjang kinerja Perangkat
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah
1.1 Kegiatan 0.00 - | #DIv/0! #DIV/0!
Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan 100 18,390,997,304 22 4,055,070,582 0 8,789,674,503 - 0 22.53 12,844,745,085.00 22,53 69.84256956
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Sub Kegiatan 0.00 - | #DIv/0! #DIV/0!
Penyediaan Gaji dan Tunjangan |Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan 100 18,390,997,304 22.05 4,055,070,582 0.48 8,789,674,503 0 0 22.53 12,844,745,085.00 22.53 69.84256956
ASN ASN
Kegiatan 0.00 - | #DIv/0! #DIV/0!
Administrasi Kepegawaian Peresntase layanan kepegawaian 100 410,744,000 - - - 12,180,000 - 0 0.00 12,180,000.00 0.00 2.965350681
Perangkat Daerah perangkat daerah
Sub Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 100 410,744,000 0.00 12,180,000 0 0 0.00 12,180,000.00 0.00 2.965350681
beserta Atribut Kelengkapannya [Beserta Atribut
Kelengkapan
.72 Kegiatan 0.00 - | #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat |Persentase Pemenuhan 100 384,769,250 44 83,622,906 1 159,573,638 - 0 45.85 243,196,544.00 45.85 63.20581595
Daerah Administrasi Umum Peranekat
Sub Kegiatan 0.00 - | #DIV/0! #DIV/0!
Penyediaan Komponen Instalasi |Persentase instalasi 100 9,785,000 0.00 - 0.23 2,207,290 0 0 0.23 2,207,290.00 0.23 22.55789474
Listrik/ Penerangan Bangunan listrik/penerangan kantor yang
Kantor memadai
Penyediaan Peralatan dan Persentase Peralatan dan 100 288,698,750 27.22 78,588,906 0.50 143,360,406 0 0 27.72 221,949,312.00 27.72 76.87920782
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
memadai
Penyediaan Barang Cetakan dan |Persentase barang cetakan dan 100 12,044,500 0.00 - 0.36 4,378,442 0 0 0.36 4,378,442.00 0.36 36.35221055
Penggandaan penggandaan yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Persentase bahan bacaan dan buku 100 14,640,000 10.41 1,524,000 0.22 3,292,500 0 0 10.63 4,816,500.00 10.63 32.89959016
Peraturan Perundang-undangan |[peraturan perundangan yang
tersedia
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah konsumsi yang tersedia 100 8,000,000 0.00 0.14 1,100,000 0 0 0.14 0.14
Penyelenggaraan Rapat Jumlah konsumsi yang tersedia 100 51,601,000 6.80 3,510,000 0.10 5,235,000 0 0 6.90 8,745,000.00 6.90 16.94734598
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13 Kegiatan #DIV/0!
Pengadaan Barang Milik Daerah |Persentase pemenuhan kebutuhan 100 28,000,000 #DIV/0! - - - 0 0
Penunjang Urusan Pemerintah |Barang milik Daerah
Daerah
Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Aset /sarana dan prasarana 100 #DIV/0! - #DIV/0!
Operasional atau Lapangan yang siap digunakan
Sub Kegiatan Pengadaan Aset 28,000,000
Tetap Lainnva
13 Kegiatan #DIV/0!




Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa 100 2,761,309,130 46 771,362,306 1 1,917,272,624 0 0
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Persentase layanan jasa 100 182,450,000 17.13 31,258,033 0.39 71,014,609 0 0 17.52 102,272,642.00 17.52 56.05516141
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, air dan listrik yang
tersadia
Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase Penyediaan Jasa 100 2,578,859,130 28.70 740,104,273 0.72 1,846,258,015 0 0 29.41 2,586,362,288.00 29.41 100.2909487
Umum Kantor Pelavanan Umum Kantor
14 Kegiatan #DIV/0! #DIV/0! - | #DIV/0! #DIV/0!
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik daerah 100 1,206,002,000 14 120,773,000 1 355,644,060 0 0 14.76 476,417,060.00 14.76 39.50383664
Daerah Penunjang Urusan yang layak pakai
(] intak Daerah
Sub Kegiatan #DIV/0! #DIV/0! - | #DIv/0! #DIV/0!
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, [Persentase kendaraan 100 1,117,872,000 10.54 117,773,000 0.30 334,186,160 0 0 10.83 451,959,160.00 10.83 40.43031403
Biaya Pemeliharaan dan Pajak dinas/operasional yang layak
Kendaraan Perorangan Dinas digunakan
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Mebel Jumlah Aset /sarana dan prasarana 6,280,000 0.00 - 0.00 - 0
yang siap digunakan
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya [Jumlah Aset /sarana dan prasarana 100 81,850,000 3.67 3,000,000 0.26 21,457,900 0 0 3.93 24,457,900.00 3.93 29.88136836
vang siap digunakan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase Gedung kantor yang 100 - - | #DIv/0! - | #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
Gedung Kantor dan layak pakai
Bangunan Lainnya
2 PROGRAM PENINGKATAN Persentase 100 642,699,000 62 90,870,000 ° 296,058,000 0 0 62.33 386,928,000.00 62.33 60.20361009
KETENTERAMAN DAN Penyelesaian Pelanggaran Perda
KETERTIBAN UMUM
2.1 Kegiatan #DIV/0! #DIV/0! - | #DIv/0! #DIV/0!
Penanganan Gangguan Jumlah Gangguan Ketenteraman 100 324,087,000 49 49,620,000 0 128,988,000 0 0 49.76 178,608,000.00 49.76 55.11112757
Ketenteraman dan Ketertiban |dan Ketertiban Umum yang
Umum dalam 1 (satu) Daerah tertangani
Kak /Kota
Sub Kegiatan #DIV/0! #DIV/0! - | #DIv/0! #DIV/0!
Sub Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Dokumen yang Memuat 100 46,890,000 9.98 4,680,000 0.37 17,280,000 0 0 10.35 21,960,000.00 10.35 46.83301344
Perlindungan Masyarakat dalam [Hasil
rangka Ketentraman dan Pemberdayaan Perlindungan
Ketertiban Umum Masyarakat dalam
rangka Ketenteraman dan
Kotartihan llmum
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah SDM Satuan Polisi 100 114,042,000 39.41 44,940,000 78,363,000 0 0
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan
Pamongpraja dan Satuan Satuan Perlindungan Masyarakat
Perlindungan Masyarakat yang
Termasuk dalam Pelaksanaan Ditingkatkan Kapasitasanya
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia
Sub Kegiatan Penindakan atas Jumlah Laporan 154,355,000 0.00 33,345,000
Gangguan Ketenteraman dan Gangguan
Ketertiban Umum Berdasarkan  |Ketenteraman dan
Perda dan Perkada melalui Ketertiban Umum  berdasarkan
Penertiban dan Penanganan Perda danPerkada Melalui
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa|Penertiban dan Penanganan
Unjuk  Rasa dan Kerusuhan
Massa yang Dilakukan
Penindakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Layanan Dampak 8,800,000 0.00 - -
Layanan dasar dalam rangka Penegakan
Dampak Penegakan Peraturan Perda dan Perkada yang Terlayani
Daerah dan Perturan kepala
daarah
2.2 Kegiatan #DIV/0! #DIV/0! - | #DIV/0! #DIV/0!
Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Pelanggaran Peraturan 100 318,612,000 13 41,250,000 1 167,070,000 0 0 13.47 208,320,000.00 13.47 65.38360137
Kabup /Kota dan P Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota Bupati/Wali Kota yang tertangani
Sub Kegiatan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - | #DIv/0! #DIV/0!




Penanganan atas Pelanggaran Persentase Pelanggar Peraturan 100 318,612,000 12.95 41,250,000 0.52 167,070,000 0 0 13.47 208,320,000.00 13.47 65.38360137
Peraturan Daerah dan Peraturan [Daerah dan Peraturan Walikota
Bupati/Walikota yang ditertibkan
0.00 - | #DIV/0! #DIV/0!
0.00 - | #DIvV/0! #DIV/0!

Rata - rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :1. Tersedianya regulasi sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan
bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Tersedianya sumber dana dan sumber daya aparatur serta integritas dan kesigapan para petugas khususnya (PPNS) dalam pelaksanaan penegakan

Perda/Perkada dilapangan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Kompetensi dan jumlah aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum optimal dalam melayani tuntutan masyarakat di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
(2) Belum optimalnya sinergitas antar Perangkat Daerah penginisiasi Perda dengan Satpol PP
(3) Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada;

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **) :untuk gaji dan tunjangan ASN akan dilakukan penyesuaian / rekon di perubahan 2025

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya **) :akan melakukan rasionalisasi jika terdapat rimcian barang yang tidak dapat direalisasikan
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